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Abstract
This study is a Normative Legal Research wich move from existence void of legal 
norms or principles of law . Emptiness legal norms in this study contained in the 
provisions of Article 6 and Appendix class I , II , and III of the Invitation No. 35 
of 2009 Concerning Narcotics. New psychoactive Narcotics Substances  (NPS) 
are not already in the list of various types of narcotics as well as groups and 
derivatives within the provisions of Law No. 35 of 2009 Concerning Narcotics 
in conjunction with Government Regulation No. 44 Year 2010 Concerning 
Narcotics Precursor . New psychoactive Narcotics Substances ( NPS ) in case 
one of them contained Raffi Ahmad . This study also discusses the validity of the 
authority of the narcotic crime investigation by the National Narcotics Board ( 
BNN ) assessed pursuant to Presidential Decree No. 23 of 2010 on the National 
Narcotics Board. The approach used is the approach of legislation, the legal 
analytical & conseptual approach and the the case approach. The conclusion 
of this research is the validity of the investigative authority of the National 
Narcotics Board ( BNN ) to dealers in narcotic crime is not invalid because the 
National Narcotics Board established pursuant to Presidential Decree No. 23 of 
2010 with reference to Article 149 of Law No. 35 of 2009 Concerning Narcotics. 
The validity of the investigation of the National Narcotics Board ( BNN ) to 
the case Raffi Ahmad is not valid and can not be criminally accountable for 
non-compliance of the elements of criminal liability in particular the objective 
elements of nature can be punished for not strictly regulated in terms of legislation 
applicable in accordance with the principle of legality.

Keywords : Authority Investigations , Narcotics , National Narcotics Board     

Abstrak
Penel�t�an �n� merupakan penel�t�an Hukum Normat�f  yang beranjak dar� 
adanya kekosongan norma atau asas hukum. Kekosongan norma hukum dalam 
penel�t�an �n� terdapat dalam ketentuan Pasal 6 dan lamp�ran golongan I, II, dan 
III Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkot�ka. Narkot�ka New 
Ps�koakt�f Substances (NPS) belum d�atur dalam daftar berbaga� jen�s golongan 
serta turunannya dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkot�ka juncto Peraturan Pemer�ntah Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor 
Narkot�ka. Narkot�ka New Ps�koat�f Substances (NPS) salah satu jen�snya terdapat 
dalam kasus Raffi Ahmad. Penelitian ini juga membahas keabsahan penyidikan 
Badan Narkot�ka Nas�onal (BNN) dalam t�ndak p�dana narkot�ka d�kaj� 
berdasarkan Keputusan Pres�den Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkot�ka 
Nas�onal. Pendekatan yang d�gunakan adalah pendekatan perundang-undangan, 
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pendekatan anal�t�s & konseptual hukum dan pendekatan kasus. Kes�mpulan dar� 
penel�t�an �n� adalah keabsahan kewenangan peny�d�kan Badan Narkot�ka Nas�onal 
(BNN) dalam t�ndak p�dana narkot�ka adalah t�dak sah karena Badan Narkot�ka 
Nas�onal d�bentuk berdasarkan Keputusan Pres�den Nomor 23 Tahun 2010 
dengan mengacu pada Pasal 149 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkot�ka. 
Keabsahan wewenang peny�d�kan Badan Narkot�ka Nas�onal (BNN) dalam kasus 
Raffi Ahmad adalah tidak sah dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana 
karena t�dak terpenuh�nya unsur pertanggung jawaban p�dana khususnya unsur-
unsur obyekt�f yakn� perbuatannya dapat d�hukum karena t�dak d�atur secara tegas 
dalam ketentuan undang-undang dan bertentangan dengan asas legal�tas.
Kata Kunc�: Badan Narkot�ka Nas�onal, Narkot�ka, Keabsahan Peny�d�kan

Sela�n permasalahan yang 
terdapat pada hal d�atas, dalam 
penel�t�an �n� juga terdapat 
permasalahan la�n berka�tan dengan 
keabsahan kewenangan peny�d�kan 
Badan Narkot�ka Nas�onal yang 
d�bentuk berdasarkan Peraturan 
Pres�den Nomor 23 Tahun 2010 
tentang Badan Narkot�ka Nas�onal 
mengacu pada ketentuan Pasal 67 
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 
Tentang Narkot�ka.

I.2  Perumusan Masalah
1. Baga�manakah keabsahan 

kewenangan peny�d�kan Badan 
Narkot�ka Nas�onal (BNN) 
terhadap pengedar dalam t�ndak 
p�dana narkot�ka?

2. Apakah absah peny�d�kan Badan 
Narkot�ka Nas�onal (BNN) dalam 
kasus narkotika Raffi Ahmad 
d�kaj� berdasarkan ketentuan 
Undang-Undang No. 35 Tahun 
2009 tentang Narkot�ka?

I.3  Tujuan Penelitian
Untuk mendeskr�ps�kan 

dan melakukan anal�s�s secara 

2 Badan Narkot�ka Nas�onal, 2013, Zat Ps�koakt�f 
Baru (New Phsycoact�ve Substances-NPS), 
Alvala�ble at http:/bnnp-diy.com/posting-117-
narkoba-baru-nps.html. Diakses 22 November 
2013
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I.  PENDAHULUAN
I.1  Latar Belakang

Perkembangan �lmu pengetahuan 
serta tekhnolog� dengan cepatnya 
dewasa k�n�, membawa pengaruh pada 
berkembangnya narkot�ka jen�s baru 
ya�tu New Psychoactive Substances. 
Beraneka ragam narkot�ka jen�s baru 
yang beredar d�masyarakat salah 
satunya adalah berjen�s Chatinon. 
Narkot�ka jen�s �n� terdapat d�dalam 
kasus Raffi Ahmad.

Narkot�ka jen�s baru �n� terjad� 
d�sebabkan  adanya rekayasa obatan-
obatan yang d�lakukan oleh Bandar 
Narkotika dengan memodifikasi 
struktur k�m�anya dengan tujuan untuk 
melepaskan d�r� dar� jerat hukum 
meng�ngat jen�s narkot�ka yang 
termasuk kedalam klasifikasi New 
Psychoactive Substances belum d�atur 
dalam daftar berbaga� jen�s golongan 
Narkot�ka yang d�atur dalam ketentuan 
Pasal 6 serta lamp�ran golongan 
narkot�ka pada Undang-Undang No. 
35 Tahun 2009 Tentang Narkot�ka.2 
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komperhens�f tentang keabsahan 
kewenangan  peny�d�kan Badan 
Narkot�ka Nas�onal (BNN) terhadap 
pengedar dalam t�ndak p�dana 
narkot�ka serta mengetahu� keabsahan 
peny�d�kan Badan Narkot�ka Nas�onal 
(BNN) dalam kasus Raffi Ahmad 
berdasarkan ketentuan Undang-
Undang No. 35 Tahun 2009 tentang 
Narkot�ka.

II.  METODE PENELITIAN
Penel�t�an �n� menggunakan 

metode penel�t�an hukum normat�f 
dengan beranjak dar� adanya 
kekosongan norma hukum.3 
Pendekatan dalam penel�t�an �n� 
menggunakan pendekatan perundang-
undangan, pendekatan anal�s�s konsep 
hukum dan pendekatan kasus. Bahan 
hukum yang d�gunakan terd�r� dar� 
bahan hukum pr�mer, bahan hukum 
sekunder, dan bahan hukum ters�er. 

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1  Keabsahan Kewenangan 

Penyidikan Badan Narkotika 
Nasional Terhadap Pengedar 
Dalam Tindak Pidana 
Narkotika.
Mengacu pada teor� kewenangan 

dalam doma�n hukum adm�n�stras� 
negara d�kenal t�ga sumber kewenangan 
pemer�ntah. Sumber kewenangan 
pemer�ntah dapat d�peroleh dengan 
cara atr�bus�, delegas�, dan mandat.

Atr�bus� merupakan wewenang 
pemer�ntahan yang d�ber� oleh 
pembuat undang-undang d�tunjukan 
untuk organ pemer�ntah.4 

Delegas� �alah d�serahkannya 
wewenang kepada pemer�ntahan dar� 
suatu badan atau pejabat pemer�ntah 
kepada badan atau pejabat pemer�ntah 
yang la�n.5 Ket�ka wewenang telah 
d�serahkan, pember� wewenang t�dak 
mempunya� wewenang lag�.

Mandat �alah wewenang yang 
d�dapat dar� atr�bus� maupun delegas� 
serta b�sa d�mandatkan kepada badan 
atau pegawa� bawahan dalam hal 
pejabat yang mendapat wewenang 
t�dak b�sa melakukan send�r�. La�n 
halnya dengan delegas�, pada mandat, 
pember� mandat tetap mem�l�k� 
wewenang untuk mengerjakan send�r� 
wewenangnya. Sesua� kehendaknya 
�a dapat member� petunjuk kepada 
mandatar�s mengena� apa yang 
d�kehendak�nya. Pember� mandat 
secara hukum tetap bertanggung jawab 
atas untuk perbuatan yang d�lakukan 
mandatar�s.6 Wewenang dalam konsep 
hukum publ�k terd�r� dar� beberapa 
hal, ya�tu:
a. Pengaruh;
b. Dasar hukum;
c. Konform�tas hukum.

Komponen pengaruh adalah 
penggunaan wewenang d�gunakan 
dengan maksud untuk mengendal�kan 
per�laku subjek hukum. 

3 Jhony Ibrah�m, 2005, Teori & Metodelogi 
Penelitian Hukum Normatif” Surabaya,  hlm. 
284.
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4 Irfan Fachrud�n, 2004,  Pengawasan Peradilan 
Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, 
Alumn�, Bandung, hlm. 49.

5 Irfan Fachrud�n, ibid, hlm. 51
6 Irfan Fachrud�n, ibid, hlm. 53
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Komponen dasar hukum adalah 
penggunaan wewenang harus mem�l�k� 
dasar hukum.

Komponen konform�tas adalah 
wewenang mem�l�k� standar�sas� yakn� 
adanya standar umum (semua jen�s 
wewenang) dan standar khusus (untuk 
jen�s wewenang tertentu).7

 Undang-Undang No. 35 
Tahun 2009 tentang Narkot�ka yang 
member�kan wewenang peny�d�kan 
Badan Narkot�ka Nas�onal (BNN) 
melalu� Peraturan Pres�den Nomor 
23 Tahun 2010 Tentang Badan 
Narkot�ka Nas�onal, dalam kaj�an 
teor� kewenangan dan karakter�st�k 
undang-undang adm�n�stras� bersanks� 
p�dana hal tersebut adalah t�dak sah. 
Dengan s�fat karakter�st�k adm�n�stras� 
bersanks� p�dana yang d�dalamnya 
memuat ketentuan tentang pelabelan 
narkot�ka, per�j�nan narkot�ka untuk 
kesehatan dan pengadaan prekursor 
narkot�ka, pembentukan Badan 
Narkot�ka Nas�onal hendaknya harus 
melalu� undang-undang dengan 
mengacu pada ketentuan Pasal 7 
UU No. 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehak�man menyatakan 
bahwa kekuasaan yang sah adalah 
aparat penegak hukum yang mem�l�k� 
kewenangan melakukan penyel�d�kan 
dan peny�d�kan dengan mengacu pada 
undang-undang.

Penul�s mengut�p pendapat 
Prajud� Atmosud�rjo dengan 
pem�k�rannya yang member�kan 

penjelasannya berka�tan dengan 
kewenangan dan wewenang : 
 Kewenangan adalah kekuasaan 

formal bersumber dar� kekuasaan 
leg�slat�f (d�ber� oleh undang-
undang) atau dar� kekuasaan 
e k s e k u t � f / a d m � n � s t r a t � f . 
Wewenang adalah kekuasaan 
untuk membuat t�ndakan hukum 
publ�k.8

Khusus bag� kewenangan dalam 
peny�d�kan mem�l�k� komponen 
konform�tas, yakn�  adanya standar 
wewenang khusus dan spesifik. Penulis 
mengut�p dan mengelaboras� pendapat 
Prajud� Atmosud�rjo berpandangan 
bahwa kekuasaan yang sah adalah 
kekuasaan bersumber dar� kekuasaan 
leg�slat�f (d�ber� oleh undang-
undang). 

Agar kewenangan peny�d�kan 
Badan Narkot�ka Nas�onal sah 
hendaknya d�bentuk melalu� 
peraturan pelaksana sepert� Peraturan 
Pemer�ntah (PP). Dalam konsep 
undang-undang adm�n�stras� bersanks� 
p�dana Undang-Undang No. 35 Tahun 
2009 Tentang Narkot�ka t�dak dapat 
mendelegas�kan  kewenangannya. Hal 
�n� merupakan kesalahan dalam cara 
memperoleh wewenang d�bentuknya 
Badan Narkot�ka Nas�onal (BNN) 
dengan mengacu pada ketentuan Pasal 
67 Undang-Undang No. 35 Tahun 
2009 Tentang Narkot�ka.

8 Prajud� Atmosud�rjo, 1981, Hukum 
Administrasi Negara, Ghal�a Indones�a, hlm. 
29.
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7 Ph�ll�pus M. Hadjon, 1997, Tentang Wewenang, 
Yur�d�ka,  hlm.1.
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T�ndakan yang menyalah� 
wewenang  tolak ukurnya adalah :
a. Terdapatnya penyalahgunaan 

wewenang  dapat d�n�la� dar� 
ada dan t�daknya pelanggaran 
yang terdapat dalam peraturan 
yang tertul�s atau n�la� kepatutan 
yang ada dalam masyarakat dan 
negara. 

b. Asas kepatutan dalam hal 
melaksanakan keb�jakan 
d�tetapkan j�ka t�dak ada 
peraturan dasar.9

T�ndak P�dana Narkot�ka adalah 
t�ndak p�dana umum bukan t�ndak 
p�dana khusus yang mem�l�k� ak�bat 
tertentu atau d�terapkan untuk orang 
tertentu yang t�dak dapat d�lakukan 
oleh orang la�n. Seh�ngga t�dak boleh 
ada peny�mpangan terhadap hukum 
p�dana mater��l dan p�dana form��l 
dalam hal �n� KUHP dan KUHAP 
dan tunduk pada pasal 103 KUHP 
kecual� sepanjang t�dak d�atur d�dalam 
perundang-undangan la�nnya dan 
KUHAP telah menentukan secara 
tegas pada Pasal 6 KUHAP bahwa 
Peny�d�k adalah pejabat Polr� dan 
PPNS (Pejabat Pegawa� Neger� S�p�l) 
tertentu yang d�ber�kan wewenang 
secara khusus oleh undang-undang.

Terbentuknya Perpres No. 23 
Tahun 2010 mengena� Badan Narkot�ka 
Nas�onal (BNN) terka�t adanya UU. 
No. 35 Thn 2009 tentang Narkot�ka 

yang mem�l�k� karakter�st�k tersend�r� 
yakn� menganut hukum adm�n�stras� 
bersanks� p�dana. Sela�n mengatur 
tentang sanks� p�dana kejahatan 
narkot�ka yang d�atur dalam ketentuan 
Pasal 111-148 juga mengatur urusan 
dalam rangka pelaksanaan tugas 
pemer�ntah seh�ngga undang-undang 
�n� mem�l�k� karakter�st�k tersend�r� 
yakn� BNN bertanggung jawab 
secara langsung kepada Pres�den dan 
d�lengkap� dengan adanya Peraturan 
Mentr� Kesehatan (Permenkes) yang 
d�atur dalam ketentuan Pasal 11 serta 
Pasal 50 berka�tan dengan kebutuhan 
pengadaan prekursor narkot�ka dalam 
�ndustr� farmas�. 

Negara Indones�a menganut 
s�stem hukum eropa kont�nental yang 
berdasar pada paham Rechtstaat. Hal 
�n�  d�jelaskan oleh Jul�us Stahl yang 
d�dalamnya terdapat beberapa hal 
ya�tu: 
a. Perl�ndungan hak asas� 

manus�a;
b. Pembag�an kekuasaan;
c. Pemer�ntahan berdasarkan 

undang-undang;
d. Perad�lan tata usaha negara.10

Konsep Rechtstaat dalam negara 
hukum mengharuskan  t�ndakan 
pemer�ntah mengacu pada undang-
undang. Konsep Rechstaat mem�l�k� 
relevans� langsung terhadap legal�tas 
terbentuknya sebuah �nst�tus� negara.

10 Bahder Johan Nasut�on, 2011, Negara Hukum 
dan Hak Asasi Manusia, cetakan pertama, CV. 
Mandar Maju, Bandung, hlm. 3.

Vol. 5, No. 1 : 83 - 92

9 Indr�anto Seno Adj� dalam Nur Basuk� M�narno, 
2009, Penyalahgunaan Wewenang Dan 
Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan 
Keuangan Daerah, Laksbang Med�atama, 
Palangkaraya, hlm.75
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3.2. Analisis Kasus Raffi Ahmad 
Tentang  Keabsahan 
Penyidikan Badan Narkotika 
Nasional (BNN) Mengacu 
Pada Ketentuan UU No. 35 
Thn 2009 Tentang Narkotika.
Secara pendekatan peraturan 

perundang-undangan (The statute 
Approach)11 kasus Raffi Ahmad 
merupakan bentuk berkembangnya 
jen�s narkot�ka baru yang terjad� 
d�ak�batkan adanya rekayasa obat-
obatan oleh Bandar narkot�ka untuk 
mengh�ndar dar� jerat hukum dengan 
merubah struktur k�m�anya dan 
masuk kedalam klasifikasi narkotika 
jen�s New  Psychoactive Substances. 
Badan Narkot�ka Nas�onal (BNN) 
mendapatkan Narkot�ka berjen�s 
Cathinone pada saat penangkapan Raffi 
Ahmad. Senyawanya adalah dengan 
struktur dasar 3,4 Methylene Dioxy Me
thcathinon  (Methylone). Narkot�ka �n� 
berbahaya apab�la d�konsums� dengan 
berleb�han menyebabkan ps�koakt�f 
dan bag� yang memaka� t�dak sesua� 
takaran berdampak pada terjad�nya 
overdos�s, kejang, keram, dan berakh�r 
dengan men�nggal dun�a.12 Narkot�ka 
jen�s Methylone �n� t�dak d�atur secara 
tegas d�dalam UU No. 35 Tahun 2009 
Mengena� Narkot�ka.

Dalam konsep hukum p�dana 
d�kenal adanya ketentuan asas 
legal�tas. Pasal 1 KUHP menentukan 
bahwa perbuatan t�dak b�sa d�tuntut 

secara p�dana apab�la t�dak ada 
pengaturan yang tegas dalam suatu 
undang-undang. Apa yang terkandung 
d�dalam makna asas legal�tas mem�l�k� 
makna yang jelas dan tegas sebaga� 
suatu barometer dalam doma�n hukum 
p�dana. Eks�stens� Asas legal�tas secara 
mendasar dengan mengelaboras� Teor� 
S�stem Hukum Hart berart� aturan 
mana yang dapat d� anggap sah (rules 
of recognition), Kedua;  baga�mana 
dan oleh s�apa dapat d�ubah (rules of 
change) dan ketiga; baga�mana dan 
oleh s�apa dapat d�kuatkan, d�paksakan/
d�tegakan (rules of ajudication).13

H.L.A. Hart pada teor�nya Teor� 
S�stem Hukum dalam pem�k�rannya 
membag�  s�stem hukum  menjad� dua 
ya�tu primary rules dan secondary 
rules. Hal tersebut merupakan pusat 
dar� s�stem hukum dan harus ada. 
Primery rules adalah mengatur tentang 
kewaj�ban manus�a dalam t�ndakannya 
serta apa yang t�dak d�perbolehkan.14

Pada primary rules ada 
dua model. Jen�s pertama yang 
d�dalamnya terdapat norma sos�al yang 
keberadaannya dengan d�penuh�nya 
beberapa persyaratan; Pertama adanya 
peraturan keseragaman per�laku 
d�dalam kelompok masyarakat (umum). 
Kedua, peraturan �tu d�rasa sebaga� 
kewaj�ban dalam suatu (sebag�an 
besar) dalam anggota kelompok sos�al 
yang  relevan.15

13 H.L.A. Hart, 1961, The Concept of  law, 
Oxford Un�vers�ty Press, Oxford, p. 96 

14  Ibid
15 Ibid, h. 96-99

Vol. 5, No. 1 : 83 - 92

11 H. Za�nud�n  Al�, 2010, Metode Penelitian 
Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.24.

12 Badan Narkot�ka Nas�onal (BNN),  2013,  
locit
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Model kedua d�sebut Hart dengan 
secondary rules adalah aturan tentang 
aturan yang b�la d� r�nc� mel�put� :
1. Peraturan yang menetapkan 

dengan tegas peraturan mana 
yang dapat d� anggap sah.

2. Dengan s�apa dan dalam hal 
baga�mana dapat d�rubah.

3. Dengan s�apa dan baga�mana 
dapat d�kuatkan,d�paksakan/
d�tegakan.16

Hukum P�dana mensyaratkan 
untuk dapat d�p�dananya suatu 
del�k harus memenuh� usnsur 
pertanggungjawaban p�dana dan syarat 
pem�danaan. Keabsahan peny�d�kan 
Badan Narkot�ka Nas�onal (BNN)  
terhadap kasus Raffi Ahmad adalah 
t�dak sah dan t�dak dapat d�pertanggung 
jawabkan secara p�dana sesua� dengan 
konsep hukum p�dana yang menganut 
doktr�n asas legal�tas serta t�dak 
terpenuh�nya unsur-unsur pertanggung 
jawaban p�dana khususnya unsur 
obyekt�f yakn� s�fat dapat d�hukum 
karena t�dak d�atur secara tegas 
d�dalam ketentuan undang-undang 
yang berlaku dan sesua� dengan asas 
lex certa pembuat undang-undang 
(leg�slat�f) harus merumuskan secara 
jelas dan r�nc� mengena� perbuatan 
yang d�sebut dengan t�ndak p�dana 
(kejahatan) 

Pembentuk undang-undang 
harus mendefinisikan dengan spesifik 
perbuatan p�dana yang d�ancam 
oleh undang-undang (nullum crimen 

sine lege stricta), seh�ngga t�dak ada 
rumusan  norma yang t�dak jelas dalam 
undang-undang berka�tan dengan 
norma dan sanks�.17

Unsur pertanggungjawaban 
pidana oleh Moeljatno didefinisikan 
t�ndak p�dana adalah t�dak d�j�nkannya 
perbuatan oleh undang-undang yang 
d�dalamnya  terdapat larangan sanks� 
p�dana kepada set�ap orang yang 
melanggar ketentuannya. Pelarangan 
untuk perbuatan d�maksudkan 
kepada perbuatan yang d�lakukan 
oleh seseorang dan ancaman p�dana 
d�maksudkan kepada seseorang yang 
mengak�batkan adanya t�ndak  p�dana. 
Beberapa hal yang harus ada tentang 
dapat d�pertanggungjabawabkannya 
suatu perbuatan p�dana :
a. T�ndakan dan efek (perbuatan);
b. Hal atau s�tuas� yang meng�kut� 

perbuatan;
c. S�tuas� tambahan yang 

memperberat p�dana; 
d. S�fat melawan hukum yang 

objekt�f.
e. S�fat melawan hukum yang 

subjekt�f.18

Sedangkan berka�tan dengan 
syarat pem�danaan suatu perbuatan 
p�dana haruslah memenuh� kr�ter�a:
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17 Roelof H. Heveman, 2002, The Legality of 
Adat Criminal Law in Modern Indonesia, Tata 
Nusa, Jakarta, hlm. 50. 

18 Moeljatno pada Johny Kr�snan, 2008, 
Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam 
Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana 
Nasional, (tes�s) Program Stud� Mag�ster 
(S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Un�vers�tas 
D�ponegoro Semarang, hlm. 22.16 Ibid
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a. Adanya kesalahan serta 
bertentangan dengan hukum. 
(Actus Reus).

b. Perbuatan yang pertanggung 
jawabannya d�atur dalam 
ketentuan Hukum P�dana. (Mens 
Rea).

 Meurut Indr�anto Senoadj� dalam 
negara hukum yang mnganut 
karakter�st�k anglo-saxon, unsur 
pem�danaan adalah terpenuh�nya 
syarat actus reus dan mens rea. 
Oleh karna �tu  dalam penerapan 
sanks� p�dana harus d�gunakan 
unsur s�fat melawan hukum 
formal ya�tu d�tentukan atau 
t�daknya perbuatan tersebut 
dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku.19 
Bag�r Manan dalam 

pandangannya menjelaskan hal 
terpent�ng suksesnya  hukum d�tegakan 
terdapat pada tata cara hukum 
d�tegakan (procedural justice) dan 
substans�/has�l hukum yang d�tegakan 
oleh penegak hukum  (substantive 
justice).20 Tata cara tersebut adalah tata 
cara untuk mencapa� kead�lan dalam 
penegakan hukum. Kead�lan hanya 
dapat d�wujudkan dengan prosedur 
yang ad�l. Proses penegakan hukum 

dapat juga berupa penerapan d�skres� 
yang t�dak d�atur d�dalam ketentuan 
perundang-undangan dengan tegas 
dan d�dalamnya terdapat pen�la�an 
pr�bad�.21

IV.  PENUTUP
4.1  Simpulan
1.  Keabsahan kewenangan 

peny�d�kan Badan Narkot�ka 
Nas�onal (BNN) terhadap 
pengedar dalam t�ndak p�dana 
narkot�ka adalah t�dak sah karena 
Badan Narkot�ka Nas�onal 
d�bentuk berdasarkan Peraturan 
Pres�den No. 23 Tahun 2010 
dengan mengacu pada Pasal 149 
Undang-Undang No. 35 Tahun 
2009 tentang Narkot�ka. Sebaga� 
Undang-Undang Adm�n�stras� 
bersanks� p�dana yang memuat 
tentang pelabelan narkot�ka 
dan tatacara pengadaan 
prekursor narkot�ka Undang-
Undang No. 35 Tahun 2009 
Tentang Narkot�ka t�dak dapat 
mendelegas�kan kewenangan 
pembentukan Badan Narkot�ka 
Nas�onal. Badan Narkot�ka 
Nas�onal hendaknya d�bentuk 
melalu� peraturan pelaksana  
sepert� peraturan pemer�ntah. 

2. Keabsahan peny�d�kan Badan 
Narkot�ka Nas�onal (BNN)  
terhadap kasus Raffi Ahmad 
adalah t�dak sah dan t�dak 
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19 Indr�anto Seno Adj� dalam Marwan EfFendy, 
2012, Kapita Selekta Hukum Pidana : 
Perkembangan Isu-Isu Aktual Dalam 
Kejahatan Finasial Dan Korupsi, Referens�, 
Jakarta, hlm. 84.

20 Bag�r Manan, 2005, Penegakan Hukum Yang 
Berkeadilan dalam Varia Peradilan, Tahun 
ke-XX, Nomor 241, Ikatan Hak�m Indones�a 
(IKAHI), Jakarta, hlm. 10.

21 Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-faktor Yang 
Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.
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dapat d�pertanggung jawabkan 
secara p�dana karena t�dak 
terpenuh�nya unsur-unsur 
pertanggungjawaban p�dana 
khususnya unsur obyekt�f 
yakn� s�fat dapat d�hukum 
karena belum d�atur secara 
tegas d�dalam Undang-undang 
Narkot�ka No. 35 Thn 2009. Hal 
�n� sejalan dengan asas legal�tas 
dan asas lex certa. Pembuat 
undang-undang (law maker) 
harus merumuskan dengan tegas 
dan spesifik perbuatan yang 
d�katakan sebaga� t�ndak p�dana.

4.2  Saran
1. D�sarankan bag� para leg�slator 

yakn� Dewan Perwak�lan Rakyat 
(DPR) bersama pres�den j�ka 
mas�h menghendak� adanya 
Badan Narkot�ka Nas�onal 
hendaknya membentuk suatu 
undang-undang agar member�kan 
kewenangan yang sah kepada 
Badan Narkot�ka Nas�onal 
dalam peny�d�kan t�ndak p�dana 
narkot�ka.

2. Untuk mengant�s�pas� perkem-
bangan prekursor narkot�ka dan 
narkot�ka jen�s baru d�sarankan 
bag� para leg�slator yakn� 
Dewan Perwak�lan Rakyat 
(DPR) bersama Pres�den untuk 
merev�s� Undang-Undang 
No. 35 Tahun 2009 tentang 
Narkot�ka serta membentuk 
suatu klausula pasal yang 
menyatakan bahwa peny�d�kan 
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t�ndak p�dana narkot�ka yang 
jen�snya t�dak tencantum 
d�dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan tentang 
klasifikasi  golongan beserta 
turunannya bahwa peny�d�kan 
dapat d�lakukan berdasarkan 
has�l uj� laborator�um forens�k. 
Klausula �n� berfungs� untuk 
mengant�s�pas� perkembangan 
kejahatan narkot�ka melalu� 
rekayasa obat-obatan yang 
d�c�ptakan untuk mengh�ndar dar� 
sanks� hukum dan member�kan 
s�fat yang leb�h progres�f dar� 
suatu perundang-undangan.
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